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BUPATI BENGKULU SELATAN 

PROVINSI BENGKULU 
 

 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN 

NOMOR 9 TAHUN  2021 
 

TENTANG 

 

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BENGKULU SELATAN,  

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 

Permukiman di Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 

tantang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Perumahan dan Permukiman yang Dibangun oleh Pengembang 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Penyerahan  Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang 

Dibangun oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bengkulu Selatan. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor  4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 6624); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  

Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016–

2021(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 

2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu 

Selatan Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten 

Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 3). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN 

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG KEPADA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan. 

4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Bengkulu Selatan 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan 

Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

6. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan 

berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan 

dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari 

pengembang kepada Pemerintah Daerah. 

7. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang 

dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas. 

8. Rumah Susun adalah bangunan gesung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-

bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 

horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan 

yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 

terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi 

dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 

9. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya 

untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan 

sarana lingkungan. 

10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang 

memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya. 

11. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, 

sosial, dan budaya. 

12. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 

13. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan 

berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa 

bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan 

dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. 

14. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya 

untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan 

sarana lingkungan. 

15. Pengembang adalah institusi atau lembagapenyelenggara 

pembangunan perumahan dan permukiman. 
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16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  

17. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang 

milik daerah. 

18. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah. 

19. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang 

bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Perangkat 

Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

20. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam 

rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan 

utilitas. 

21. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima 

kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan 

dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan 

prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. 

22. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh 

atau sebagian prasarana, sarana, dan utilitas berupa tanah 

dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan 

dan/atau tanggung jawab dari pengembang kepada 

Pemerintah Daerah. 

23. Alat Hak atas Tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau 

badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara 

dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa 

sertipikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat 

pembuat akta tanah, dan surat bukti perolehan tanah 

lainnya. 

24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB 

adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada 

pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 

sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis yang berlaku. 

 

BAB II 

PENGEMBANG PERUMAHAN 

Pasal 2 

(1) Setiap pengembang perumahan dan rumah susun wajib 

menyediakan prasarana, sarana dan utilitas di kawasan 

perumahan yang dibangun dan menyerahkan kepada 

Pemerintah Daerah. 

(2) Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

adalah pengembang perumahan yang membanguan paling 

sedikit 1 (satu) hektar dan/atau jumlah hunian paling sedikit 50 

(Lima puluh) unit rumah wajib meyediakan prasarana, sarana, 

dan utilitas sesuai dengan ketentuan Pembangunan Perumahan 

dan Kawasan dan dituangkan didalam rencana tapak 

pembangunan perumahan dan disahkan oleh Pemerintah 
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Daerah yang berwenang. 

(3) Apabila pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) membanguan perumahan dengan luas lahan dan 

jumlah hunian kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) maka pengembang wajib menyediakan prasarana, 

sarana, dan utilitas sesuai dengan Pedoman dan Standar Teknis 

Pemanfaatan Ruang. 

 

BAB III 

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

Pasal 3 

(1) Jenis prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan 

dan permukiman meliputi: 

a. Prasarana, antara lain: 

1. jaringan jalan; 

2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 

3. jaringan saluran pembuangan air hujan 

(drainase); dan 

4. tempat pembuangan sampah. 

b. Sarana, antara lain: 

1. sarana perniagaan/perbelanjaan; 

2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 

3. sarana pendidikan; 

4. sarana kesehatan; 

5. sarana peribadatan; 

6. sarana rekreasi dan olahraga; 

7. sarana pemakaman/tempat pemakaman; 

8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan 

9. sarana parkir. 

c. Utilitas, antara lain: 

1. jaringan air bersih; 

2. jaringan listrik; 

3. jaringan telepon; 

4. jaringan gas; 

5. jaringan transportasi; 

6. sarana pemadam kebakaran; dan 

7. sarana penerangan jalan umum. 

(2) Jenis prasarana, sarana dan utilitas yang wajib disediakan 

oleh pengembang perumahan dan permukiman paling sedikit 

meliputi: 

a. jaringan jalan; 

b. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); 

c. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan 

d. sarana penerangan jalan umum. 

(3) Kewajiban penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan 

huruf d dapat dikecualikan apabila hasil kajian pada kondisi 

lahan yang bersangkutan tidak dimungkinkan untuk 

disediakan jenis prasarana, sarana dan utilitas, dan/atau 
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telah tersedianya jalan dan/atau sarana penerangan jalan 

umum oleh pemerintah daerah. 

 

BAB IV  

PENYERAHAN PRASARA, SARANA DAN UTILITAS 

Pasal 4 
 

(1) Pengembang Perumahan menyerahkan prasarana, sarana, 

dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 berupa tanah dan bangunan kepada pemerintah daerah. 

(2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: 

a. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa 

pemeliharaan;dan 

b. Sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh 

Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi 

mengesahkan rencana tapak. 

(3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan 

sesuai dengan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dilakukan: 

a. Secara bertahap, apabila rencana pembangunan 

dilakukan bertahap; atau 

b. Sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan 

tidak bertahap. 
 

Pasal 5 
 

(1) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf a pada perumahan berupa tanah dan 

bangunan. 

(2) Penyerahan sarana perumahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa lahan siap bangun. 

(3) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf c pada perumahan berupa tanah dan 

bangunan. 

 

BAB V  

PERSYARATAN PENYERAHAN  

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

Pasal 6 
 

Pemerintah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan 

utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi 

persaratan: 

a. Umum; 

b. Teknis;dan 

c. Administrasi. 
 

Pasal 7 
 

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf a, meliputi: 

a. Lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan 

rencana tapak yang sudah disetujui oleh perangkat 

Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan 
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rencana tapak;dan 

b. Sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis 

bangunan. 

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan 

dan permukiman. 

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf c, harus memiliki: 

a. Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan 

bangunanan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan 

dari Pengembang Perumahan kepada Bupati Bengkulu 

Selatan; 

b. Dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh 

pemerintah daerah; 

c. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan. 

d. Akta Pendirian badan usaha/badan hukum 

penyelenggara pembangunan perumahan. 

e. Sertifikat tanah atas nama pengembang. 

 

BAB VI  

PERSYARATAN PENYERAHAN  

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

           Pasal 8 
 

(1) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana,  sarana dan utilitas 

perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati. 

(2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim 

Verifikasi, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 

Pasal 9 
 

(1) Tugas tim verifikasi adalah: 

a. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas 

yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara 

berkala; 

b. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas 

sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan 

utilitas oleh pengembang; 

Penanggung Jawab : 1. Bupati 

2. Wakil Bupati  

Ketua : Sekretaris Daerah 

Wakil Ketua  : Asisten Administrasi Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat 

Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Anggota : Instansi/OPD/Unit Kerja terkait 
Sesuai dengan kebutuhan. 
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c. Menyususn jadwal kerja; 

d. Melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, 

sarana dan utilitas oleh pengembang; 

e. Menyususn berita acara pemeriksaan; 

f. Menyusun berita acara serah terima; 

g. Merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan 

pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan 

h. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil 

inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas 

secara berkala kepada Bupati. 

(2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap: 

a. Kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, 

dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak 

dengan kenyataan di lapangan. 

b. Kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan 

utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang 

ditetapkan. 

 

BAB VII  

TAHAPAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS 

           Pasal 10 
 

Tahapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan 

dan permukiman dilakukan melalui: 

a. Persiapan; 

b. Pelaksanaan penyerahan;dan  

c. Pasca penyerahan. 

 

           Pasal 11 
 

(1) Persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas 

perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, 

meliputi: 

a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, 

sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari 

pengembang. 

b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses 

penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan 

diserahkan; 

c. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan 

pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan 

diserahkan; 

d. Tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, 

sarana dan utilitas yang akan diserahkan sesuai dengan 

persyaratan administrasi pada Pasal 7 ayat (3); 

e. Tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen 

penilaian. 

(2) Pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi: 
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a. Tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, 

teknis dan administrasi; 

b. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan 

penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas serta 

merumuskan prasarana, sarana dan utilitas; 

c. Tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan 

penilaian fisik, prasarana, sarana, dan utilitas yang layak 

atau tidak layak diterima; 

d. Prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak layak diterima 

diberikan kesempatan kepada pengembang untuk 

melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

dilakukan pemeriksaan; 

e. Hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana 

dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan 

penilaian kembali; 

f. Prasarana, sarana yang layak diterima dituangkan dalam 

Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada 

Bupati; 

g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang 

diterima; 

h. Sekretaris Tim verifikasi menyiapkan Berita Acara serah 

terima, penetapan jadwal penyerahan dan Organisasi 

Perangkat Daerah yang berwenang mengelola;dan 

i. Penandatanganan berita acara serah terima prasarana, 

sarana, dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Bupati 

dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, 

dokumen teknis dan administrasi. 

(3) Pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi: 

a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada 

Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan 

memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan 

prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan; 

b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset 

atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang 

Milik Daerah (DBMD); 

c. Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, 

dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai 

prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh 

pengembang. 

 

           Pasal 12 
 

(1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas yang ditelantarkan 

oleh pengembang dan belum diserahkan kepada pemerintah 

daerah, tim verifikasi membuat berita acara perolehan 

prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 

(2) Pemerintah daerah membuat pernyataan aset atas tanah 

prasarana, sarana dan utilitas tersebut sebagai dasar 

permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan. 
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(3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada 

perangkat daerah yang berwenang mengelola dan memelihara 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan 

Nasinal menerbitkan hak atas tanah. 

(4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas 

prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik 

Daerah (DBMD). 

(5) Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan 

utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik 

Pengguna (DBMP) 

 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN  

           Pasal 13 

(1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas 
sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. 

(2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas 
setelah penyerahan menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

 

BAB VI  

PENUTUP  

           Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bengkulu Selatan. 

 

Ditetapkan di Manna 

pada tanggal, 16 April 2021  

 

BUPATI BENGKULU SELATAN, 

 

        ttd 
 

         GUSNAN MULYADI 

 

Ditetapkan di Manna 

pada tanggal, 16 April 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU SELATAN, 

 

        ttd 
 

       YUDI SATRIA  
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